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REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

Menimbang :

ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa rangka memenuhi dinamika organisasi dan

kelancaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia, terdapat ketetapan kebijakan internal terhadap
infrastruktur pendukung sistem;

bahwa Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia terdapat kekurangan dan
belum menampung perkembangan kebutuhan instansi
sehingga perlu diubabh;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang
Perubahan Atas Peraturan Arsip Nasional Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan



Mengingat :
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Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan

Arsip Nasional Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Keenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan



Menetapkan :

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip

Nasional Republik Indonesia;

9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip Nasional Republik

Indonesia;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 1
Ketentuan dalam Peraturan Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan

Arsip Nasional Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 15A, Pasal 15B dan Pasal 15C sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A
(1) Pusat Data ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2) huruf a merupakan beberapa pusat data
yang saling terhubung dan digunakan secara bagi
pakai oleh satuan kerja di lingkungan ANRI.
(2) Pusat Data ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas :



a. Pusat data yang diselenggarakan oleh satuan kerja
yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang
teknologi informasi dan komunikasi; dan

b. Pusat data satuan kerja di lingkungan ANRI.

(3) Pusat Data ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi untuk:

a. mengelola kelancaran layanan dan infrastruktur
SPBE ANRI;

b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas
data dan informasi yang diperlukan pengguna
SPBE ANRI; dan

c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai
dengan kewenangan satuan kerja di lingkungan
ANRI.

(4) Desain dan manajemen Pusat Data ANRI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar
Nasional Indonesia.

(5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana
dimakasud pada ayat (4) belum tersedia, dapat

menggunakan Standar Internasional.

Pasal 15B

(1) Jaringan Intra ANRI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan jaringan intra
yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang
teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Penggunaan Jaringan Intra ANRI bertujuan untuk
menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman
data dan informasi antar simpul jaringan di
lingkungan ANRI.

(3) Pelaksanaan Jaringan Intra ANRI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan
fisik yang dibangun oleh ANRI dan/atau penyedia jasa

layanan jaringan.

Pasal 15C

(1) Sistem Penghubung Layanan ANRI sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf ¢ merupakan
sistem penghubung layanan yang diselenggarakan
oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan
fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE ANRI.
(2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan

ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:

a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra
ANRI;

b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan
SPBE ANRI sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal II
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Agustus 2021

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IMAM GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
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